BABI
PENDAHULUAN

Pada mulanya manusia ditahirkan kedunia im adalah seorang diri, namun
karena manusia itu tidak akan hidup sendii dan saling membutuhkan orang lain
maka terjadilah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat tertentu.
Dani suatu tempat tertentu itulah yang akan menimbulkan berbagai anggota
masyarakat yang terdin dari berbagai macam kaiaktcr.

Datam kehidupan sehari-hari olch masyarakat itu tentu saja membutuhkan
segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan bidupnya. Dengan adanya aneka
ragam kebutuhan tersebut teijadilah masalah-masalah yang harus dihadapi dalam
kehidupan sehari-bari karcna sesuatu yang dibutuhkan sangat minim jumlahnya
bila dibandingkan dengan banyaknya orang untuk mcmenuhi kebutuhan lecsebut,
maka dengan cara tersendiri dari masing-masing pihak tentu berusaha untuk
mencapai apa yang ha:us dinginkan.

Apabila uraian diatas kita hubungkan dengan keadaan sekarang ini yaity
dimana langkahnya lowongan pekei}aan, sementara itu disisi lain kebutuhan
masyarakat itu akan mecningkat baik indiviu ataupun keluarga, sehingga
meningkatnya angka kejshatan yang lebih jauh lagi. Yang menyebabkan
masyarakat tersebut dengan keadaan tcrpaksa untuk melakukan tindak pidana
yang melawan hukum. Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan
sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana yang juga discbut

dengan delik.' Menurut wujud dan sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah
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perbuatan-perbuatan  yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga
merugkan masyarakat, dalam arh bertentangan dcngan atau menghambat akan
terlaksananya dalam tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan
ndil. Dapat pula dikarakan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang antisocial.

Tetapi tidaklah semua perbuatan yang melawan hukum atau yang bersifat
mcrugikan masyarakat dapat disebut dengan perbuatan pidana. Tidaklah semua
perbuatan yang merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Begitu pula, tidaklah
dapat kita mengatakan bahwa hanya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan
kerugian yang besar saja yang dijadikan perbuatan pidana, adnlah kewajiban
Pemerintah untuk dengan bijaksana menyesuatkan apa-apa saja yang ditentukan
sebagai perbuatan pidana itu dengan perasaan hukuin yang bidup di dalam
masyarakat. Pcnentuan itu juga dipengaruhi eleh pandangan-pandangan, apakah
ancaman dan penjatuhan pidana itu adalah jalan utama untuk mencegah
dilanggamya larangan-larangan tersebut,’

Jadi syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan babwa
ada aturap yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang
melanggar larangan terscbut.oleh perbuatan itu, untuk menuntut penggantian
kerugian dalam lapangan hukum perdata.

Mengena: penentuan perbuatan apa yang dipandang sebagai perbuatan
pidana, kita menganut asas bahwa tiap-tiap perbuatan pidana barus ditentukan
sebagai dcmikian oleh suatu aturan undang-undang. Asas demikianlah yang
discbut dengan asas legaliteit. Oleb karena itu untuk perbuatan pidana ini sehari-

han juga disebut dengan kejahatan sedangkan perbuatan-perbuatan jelek lainnya
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tidak ditentukan oleh peraturan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang
dan diancam dengan pidana juga disebut orang kejahatan , maka istilal: kejahatan
tidak dapat digunakan begitu saja dalam hukum pidana.

Bcenarlah bahwa kejahatan dalam hukum pidana merupakan pengertian
yang menjadi pusat perhatiannya. Tetapi batas-batas kejahatan pada umumnya
tidaklah sama dengan kejahatan dalam arti hukum pidana im batas-batasnya juga
tidak sama dengan perbuatan pidana. Dimana kejahatan dalam hukum pidana
adalah perbuatan pidana yang pada pokoknya diatur dalam Buku ke II Kitab
Undang-undang hukum pidana dan dalam aturan-aturan lain dilvar K.U.H.P yang
dinyatakan didalamnya itu sebagai kejahatan.

Pcrbuatan pidana adalah lebih luas daii kejahatan yang disebut diatas ini,
karena juga meliputi pelanggaran-pelanggaran yaitu perbuatan pidana yang dalam
K.U.H.P diatur dalam buku ke I1L, dan diluar K.U.H.P dinyatakan dalam tjap-tiap
peraturan terscbut scbagai pelanggaran. Ada yang lain lagi yaitu kejahatan yang
bukan dalam artian yuridis, karecna menjadi objek dart ilmu pengetahvan yang
disebut dengan kriminologi, maka sering disebut orang dalam artian kriminologis.
Kejahatan yang disebut akhir ini batas-batasnya tidaklah sama dengan kejahatan-
kejahatan dalam artian yuridis.

Kejahotan dnlam artian kiiminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat
tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan
dalam suvatu masyarakat teitentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk
mencelanya dan menyatakan pcnolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk

nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.
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